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 Makanan sekitar 65% 
komponen konsumsi.  

Sumber: BPS, Diolah dari Susenas 

  

Proporsi / Bobot (%) 

Indeks 
 Harga 

 Konsumen 

Garis  
Kemiskinan 

Beras 5 29 

Bahan makanan lain 15 28 

Makanan jadi & rokok 17 8 

Perumahan 26 17 

Pakaian 7 4 

Kesehatan 4 3 

Pendidikan 7 4 

Transportasi 19 7 

Total 100 100 

BERAS MERUPAKAN SEPERTIGA  
KOMPONEN KONSUMSI MASYARAKAT MISKIN 
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TINGKAT KEMISKINAN 
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Populasi Penduduk Miskin (Juta Jiwa)

Persentase Penduduk Miskin (%)

Sumber: Suahasil Nazara 
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SAAT INI: ADA DUA TUJUAN PROGRAM RASKIN 

 
Perum BULOG 

 

PEMDA 

Titik Bagi-RTS-PM 

Titik  

Distribusi 

MEMASTIKAN  4T – Sasaran, Jumlah, 

Waktu,  Adm 

 Penyusunan Juklak & Juknis 

 Penyediaan APBD untuk mendukung 

pelaksanaan Program Raskin 

 Pemantauan Pelaksanaan Program 

Raskin 

 Koordinasi TKPKD dengan Tikor Raskin 

Daerah 

 
EKONOMI Makro: Menjaga inflasi 

 
PK/Perlindungan Sosial 

MEMASTIKAN 3T: Kualitas, Waktu, Adm 

 Penyediaan Beras 

 Pelaksanaan distribusi sesuai jumlah 

total per TD 

 Koordinasi Pemda dan Tikor Raskin 

Pusat/Prov/Kab-Kota/Kecamatan/Desa-

Kel 

4 
TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT, PROVINSI, KAB/KOTA, KECAMATAN, DESA/KEL 
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TUJUAN PROGRAM RASKIN: PERLINDUNGAN SOSIAL 
• Mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian 

kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras: 
• Rata-rata konsumsi Beras 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011) ≈  9,5 kg/jiwa/bln 
• Kebutuhan beras/RTS (jika 4 jiwa/RTS) =  38 kg/RTS/bulan 
• Kontribusi Raskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan RTS/bulan, dengan 

alokasi 15 kg/RTS/bulan  =  (15/38) x 100% =  39,5%. 

• Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga  sasaran, 
sekaligus  mekanisme perlindungan sosial  dan penanggulangan 
kemiskinan. 
– Bila diterima utuh 15 kg selama 12 bulan akan dapat mengurangi kemiskinan 

sekitar 1,22% atau sekitar 2,69 juta jiwa dengan cartatan harga makanan lain 
tidak berubah  (P4S, Bappenas, 2013) 

– Memastikan kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi 
karbohidrat 

– Efektifitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan 
sangat bergantung pada kecukupan income transfer dan ketepatan sasaran 
kepada kelompok miskin 
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Desil Konsumsi Rumah Tangga 

• Desil 7-10 (40%) penduduk Indonesia 
dengan status sosial ekonomi teratas 
juga menerima Raskin 

• 50% penduduk Indonesia pada Desil 7 
menerima Raskin  

• Sekitar 12.5% penduduk terkaya juga 
menerima Raskin 

• Akibatnya, setiap rumah tangga hanya 
menerima rata-rata sekitar 4 kg beras 

Raskin 

Sumber:  Susenas 2009 

Daerah 
Pentargetan  
Efektif 

KETEPATAN SASARAN: INCLUSION & EXCLUSION ERROR  

6 
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Indikator 
Keberhasilan 

Pedoman 
Umum 

SMERU Susenas/ WB TNP2K (2011) 

Tepat sasaran RTM  
(Q1 & Q2) 

Sumbar: tepat 
Jatim:  merata 
Sultra:  
merata/bergilir 

Q1-Q2: 53% 
Q3-Q5: 47% 
Penerima Raskin: 
33 juta RT (53%) 
(Susenas 2012) 

Banyak rumah 
tangga tidak miskin 
juga menerima.  
 
 

Tepat jumlah  10-20 Kg 
(saat ini  
15 Kg) 

Sumbar: 10 Kg 
Jatim:  4-7 Kg 
Sultra:  4-10 Kg 

4 Kg (2004, 
2007), 5 Kg 
(2010) 
 
Missing rice: 30% 
(Susenas 2006) 

Rata2: 5,75 Kg; 
Semarang: 2,5 Kg   
Deli Serdang: 8,9 
Kg 
Missing rice: 12% 
 (Susenas 2011) 

Tepat harga  
(Rp/kg) 

1.000 / 
1.600 

Sumbar:  1.200-1.300 
Jatim:  1.000 
Sultra: 1.000-1.440 

1.160 (2004) 
1.225 (2005) 
1.253 (2006) 

Rata2: 2.122;  
Deli Serdang: 1.586 
Barito Kuala: 2.863  

Tepat waktu Setiap bulan Sumbar:  setiap bulan 
Jatim: setiap  bulan 
Sultra: setiap 1-4 
bulan 

5 x setahun  1-4 bulan sekali 
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TANTANGAN : TEPAT SASARAN-JUMLAH-HARGA-WAKTU 
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Jumlah Pembelian  
Raskin Terakhir 
Per Rumah Tangga 
dalam 3 bulan terakhir 
Prov. Jawa Tengah: 6 Kg 

Sumber: Susenas 2012 8 
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Rata-rata Harga Pembelian  
Raskin Per Kg di  
Prov. Jawa Tengah: 
Rp1.931 

Sumber: Susenas 2012 9 
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Kartu	 Non	Kartu	

Lainnya	
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Rumah	Kelompok	Masyarakat	
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rumah	kepala	dusun/RT/RW	

rumah	kepala	desa/lurah	

Toko/warung	desa	

Kantor	desa/Kelurahan	

BANYAK KEPUTUSAN PEMBAGIAN RASKIN 
DIAMBIL DI TITIK BAGI 

• Titik bagi di dusun, RW atau RT 

 banyak diambil keputusan 

seperti bagi rata, pemotongan 

beras,  tambahan biaya dan lain-

lain, membuat variasi yang 

besar dalam penyaluran Raskin 

• Meski demikian, titik bagi di 

Dusun, RT atau RW dianggap 

menguntungkan bagi RTS-PM 

karena mengurangi biaya 

transportasi untuk pengambilan 

beras.  

• Bagi kelurahan/desa, sistem 

tersebut membebaskan mereka 

dari keharusan memiliki tempat 

penyimpanan yang besar untuk 

menyimpan Raskin yang datang 

serta menghindari terganggunya 

kegiatan pelayanan masyarakat 

Di mana Raskin dibagikan? 

10 

Sumber:  Pokja Monev, Set.TNP2K 
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• Nilai income transfer (= selisih harga pasar, sekitar Rp6.600 dan 
harga tebus, Rp1.600) sekitar  Rp5.000/kg (2012) 

• Seharusnya bila 15 kg, akan setara dengan transfer sebesar 
Rp75.000 per RT per bulan 

– Penerimaan Raskin 4 kg berarti transfer hanya sebesar 
Rp20.000 per RT per bulan 
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PROGRAM RASKIN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN 
SOSIAL/PENANGGULANGAN KEMISKINAN: 
INCOME TRANSFER YANG (TIDAK) MEMADAI 
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BEBERAPA PRAKTEK BAIK PENYALURAN RASKIN: 
15 KG PER RTS-PM, HARGA RP1.600 PER KG 

• Kota Batam (Mainland), Kepri  

• Kabupaten Karimun, Kepri 

• Kota Manado, SulUt 

• Kota Denpasar, Bali 

• Kabupaten Badung, Bali 

• Kota Palangkaraya, KalTeng (15 Kg dengan harga 
Rp2.000 per Kg – diambil di Ketua Lingkungan/RT) 
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PRAKTEK BAIK PENYALURAN RASKIN: KOTA BATAM, 4 JULI 2013 
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Suami istri RTS –PM 

Raskin dan juga 

Penerima KPS 

mengambil beras 

Raskin  

30 kg dalam  

2 kantong 

 @ 15 kg: 

“tidak kuat kalau 

bawa sendiri)” 
 

“Biasanya bayar 

Rp24.000 (15 kg), ini 

bayar Rp48.000  

(30 kg)” atau 

Rp1.600/kg  
 

(Sumber foto:  

Vivi Yulaswati) 

 

 

 

 

 



 
 

UPAYA PERBAIKAN 
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• Mulai Mei 2012 
• Raskin 2013 
• Raskin 2014 
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TAHAP PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN  
PROGRAM RASKIN 



 
 

PERBAIKAN 2012 



   TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1.   Pemutakhiran pagu Raskin tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
        Agar mencerminkan situasi terkini. 
          Menggunakan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011. 

2.   Pemutakhiran nama dan alamat Penerima Manfaat (DPM) Raskin. 
        Jumlah, nama dan alamat RT penerima di setiap desa diambil dari Basis  
                Data Terpadu hasil PPLS 2011 dan dikirimkan ke tim Raskin Kab/Kota. 

3.   Perbaikan sosialisasi dan informasi mengenai daftar nama dan   
       alamat rumah tangga penerima Raskin.  

a.  Pengiriman materi sosialisasi ke kab/kota dan desa 

b.  Pengumuman daftar RT penerima Raskin di setiap titik bagi (desa/ kel). 

c. Penggunaan Kartu Raskin bagi sekitar 1,3 juta  RT terpilih 

d. Penggantian RTS dan mekanismenya 
Catatan: sosialisasi dilakukan lewat Rakor Raskin, menggunakan Surat Menkokesra, 
dan melibatkan Timkor Raskin Pusat & Daerah 
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PENYEMPURNAAN PENYALURAN RASKIN: 
MULAI MEI 2012 
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1. Penyempurnaan  pagu, nama dan alamat RTS-PM  Raskin 
menggunakan Basis Data Terpadu 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyediaan  
Daftar Penerima Manfaat (DPM) menurut nama dan alamat 

3. Meningkatkan kesadaran atas hak penerima manfaat 
melalui penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (sebelumnya 
Kartu Raskin) 

4. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat Raskin melalui 
mekanisme penggantian dan penambahan RTS-PM oleh 
musyawarah desa/kelurahan 

18 18 

PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PROGRAM 
RASKIN SAMPAI SAAT INI 
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1.  PEMUTAKHIRAN PAGU RASKIN: 
DISTRIBUSI PAGU RASKIN 2011 dan 2012 

Provinsi RTS 2011 RTS 2012
% 

Peningkatan

% RTS 2012 

terhadap SP 2010

Angka Kemiskinan 

2011

NAD 529752 368512 -30% 34.55 19,48

Sumatera Utara 838363 792166 -6% 26.08 10,83

Sumatera Barat 257438 276815 8% 24.02 8,99

Riau 253750 241673 -5% 18.19 8,17

Jambi 133137 174095 31% 22.59 7,90

Sumatera Selatan 596942 459561 -23% 25.34 13,95

Bengkulu 120602 125593 4% 29.01 17,36

Lampung 739994 617819 -17% 31.93 16,58

Bangka Belitung 28408 43370 53% 13.94 5,16

Kepulauan Riau 74601 67429 -10% 15.26 6,79

DKI Jakarta 180660 256469 42% 10.22 3,64

Jawa Barat 2840534 3114036 10% 27.09 10,57

Jawa Tengah 2888361 2937464 2% 33.75 16,21

DI Yogyakarta 201628 341291 69% 32.88 16,14

Jawa Timur 3079822 3401749 10% 32.77 13,85

Banten 629318 586944 -7% 22.57 6,26

Bali 134.804 180.862 34% 17.59 4,59
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1.  PEMUTAKHIRAN PAGU RASKIN: 
DISTRIBUSI PAGU RASKIN 2011 dan 2012   

Correlation: 0,96 

Provinsi RTS 2011 RTS 2012
% 

Peningkatan

% RTS 2012 

terhadap SP 2010

Angka Kemiskinan 

2011

NT Barat 559280 483162 -14% 38.57 19,67

NT Timur 553770 425201 -23% 41.93 20,48

Kalimantan Barat 346675 241655 -30% 23.62 8,48

Kalimantan Tengah 138341 86478 -37% 15.16 6,64

Kalimantan Selatan 169419 169739 0% 17.4 5,35

Kalimantan Timur 188997 159008 -16% 18.25 6,63

Sulawesi Utara 115795 162612 40% 27.94 8,46

Sulawesi Tengah 159126 210501 32% 33.92 16,04

Sulawesi Selatan 514120 506922 -1% 27.43 10,27

Sulawesi Tenggara 253157 166021 -34% 33.06 14,61

Gorontalo 70517 94056 33% 38.55 18,02

Sulawesi Barat 90573 78926 -13% 30.52 13,64

Maluku 144336 122897 -15% 38.8 22,45

Maluku Utara 56260 56955 1% 26.57 10,00

Papua Barat 112093 92869 -17% 55.24 28,53

Papua 487434 446157 -8% 67.72 31,24

Total Indonesia 17488007 17488007 0%
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2.  PEMUTAKHIRAN NAMA DAN ALAMAT DPM:  
MENGGUNAKAN PPLS TAHUN 2011, MENGAPA? 

 Perubahan demografi (lahir/mati, emigrasi/imigrasi, urbanisasi, dll) 

 Perubahan-perubahan pada individu, keluarga, rumah tangga (dapat/kehilangan 

rejeki, peningkatan/penurunan beban pengeluaran, jumlah ART, jumlah balita-anak 

usia sekolah, dll) 

 Pertumbuhan ekonomi 

 Pelaksanaan program-program /upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial 

baik oleh pemerintah pusat maupun daerah  

 Perubahan tingkat kemiskinan 

 Perbaikan metodologi pengumpulan dan pengolahan data PPLS 

2008 2011 

21 
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       3.  PEMUTAKHIRAN NAMA DAN ALAMAT DPM 
RUMAH TANGGA MANA YANG LEBIH BERHAK MENERIMA BANSOS? 

Lebih berhak menerima  karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, dan memiliki 
jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.  

Secara kasat mata terlihat 

lebih berhak menerima 

22 
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3.  PEMUTAKHIRAN NAMA DAN ALAMAT 
BAGAIMANA MEMILIH RUMAH TANGGA BERDASARKAN 
STATUS KESEJAHTERAANNYA? 

• Menggunakan informasi yang ada dalam PPLS, dibuat 
suatu indeks yang dapat menunjukkan peringkat rumah 
tangga 

  Indeks = f (karakteristik rumah tangga) 

• Karakteristik rumah tangga meliputi kondisi rumah, 
kepemilikan aset, jumlah ART, jumlah balita dan lansia, 
tingkat pendidikan KRT dan ART, status dan jenis pekerjaan 
KRT dan ART, dll 

• Rumah tangga diperingkat menurut indeks yang dihasilkan 

• Rumusan mengukur indeks dibuat spesifik untuk setiap 
kabupaten/kota 

23 
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Kelompok	
kriteria	

Detail	kriteria	
	

Deskripsi	pilihan	pada	kriteria	

Karakteristik	rumah	
tangga	

Status	kepala	rumah	tangga		
Jumlah	anggota	rumah	tangga	
Jumlah	anggota	rumah	tangga	usia	produktif	
Jumlah	anak	bersekolah	

Kepala	rumah	tangga	tunggal/menikah	
Lebih	banyak/sedikit	
Lebih	banyak/sedikit	
Lebih	banyak/sedikit	

Kondisi	sosial	
ekonomi	

Tingkat	pendidikan	kepala	rumah	tangga	
Tingkat	pendidikan	anggota	rumah	tangga	
Status	pada	pekerjaan	utama	

Pendidikan	dasar,	menengah,	tinggi	
Pendidikan	dasar,	menengah,	tinggi	
Berusaha	sendiri,	buruh,	karyawan	

Keadaan	rumah	
tinggal	

Status	kepemilikan	rumah		
Dinding		
Atap		
Lantai	
Sumber	penerangan/listrik	
Bahan	bakar	untuk	memasak		
Sumber	air	minum		
	
Cara	memperoleh	air	minum		
Pemakaian	fasilitas	tempat	buang	air/toilet		
Tempat	buang	air	

Milik	sendiri/keluarga/sewa	
Bahan/kondisi	
Bahan/kondisi	
Bahan/kondisi	
PLN/non-PLN;	daya	terpasang	
Listrik/gas/minyak	tanah/arang	
Air	kemasan/isi	ulang/leding/sumur/	
terlindungi-	tidak	terlindungi	
Beli/tidak	membeli	
Bersama/milik	sendiri	
Tangki/lubang	
tanah/kolam/sungai/lapangan	

Kepemilikan	aset	 Kulkas	
Tabung	gas	12	kilogram	
Telepon	seluler	
Kendaraan	

Memiliki/tidak	memiliki	
Memiliki/tidak	memiliki	
Memiliki/tidak	memiliki	
Sepeda/perahu/sepeda	motor/perahu	
motor/mobil/kapal	bermotor	

	

3.  PEMUTAKHIRAN NAMA DAN ALAMAT 
PENENTUAN BERDASARKAN BANYAK INDIKATOR 

24 
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Kelompok  
kriteria 

Detail kriteria 

Jakarta Utara   Muko Muko   
Rata-rata 
Nasional 

Penerima 
KPS 

Rentan 
Non-KPS 

  
Penerima 

KPS 
Rentan 

Non-KPS 
  

Penerima 
KPS 

Rentan 
Non-KPS 

Karakteristik 
rumah tangga 

Status Ka RT: Menikah 8 7 8 8 8 7 

Status Ka RT: Tunggal 
perempuan 

2 2 1 2 1 2 

Kondisi sosial 
ekonomi 

Tingkat pendidikan Ka RT: SD 4 3 4 3 4 4 

Tingkat pendidikan Ka RT: SMA 2 3 0 1 1 1 

Keadaan rumah 
tinggal 

Status kepemilikan rumah: Milik 
sendiri 

4 5 8 9 8 8 

Dinding terluas adalah tembok 6 8 1 2 4 6 

Lantai terluas bukan tanah 8 8 7 8 6 8 

Kepemilikan 
aset 

Telepon seluler 7 7 7 8 5 6 

Kendaraan: sepeda motor 1 3   4 6   2 4 

*) dibaca sebagai rata-rata, bukan kondisi tiap 10 kepala rumah tangga  

25 

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA YANG MIRIP:  
PERBANDINGAN ASET TIAP 10 RUMAH TANGGA 
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3.  PERBAIKAN SOSIALISASI: 
DAFTAR PENERIMA 
MANFAAT 
(DPM)  
RUMAH TANGGA SASARAN  
PROGRAM RASKIN 

 
DITEMPEL DI KANTOR 
DESA/KELURAHAN/TITIK BAGI 
 

26 
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3.  PERBAIKAN SOSIALISASI:  
c.  PENGGUNAAN KARTU RASKIN SECARA BERTAHAP 

BULOG 

Titik Distribusi Pelaksana Distribusi Raskin menerima 
& memeriksa kualitas beras di TD serta 
mendistribusikan Raskin di Titik Bagi. 

RTS mengambil Raskin di Titik 
Distribusi/Titik Bagi dengan menunjukkan 
Kartu Raskin.  
Nama RTS penerima Raskin ditempel di 
Kantor Desa/Kelurahan.  

Menyalurkan Raskin berdasarkan 
SPA ke Titik Distribusi yang 
disepakati. 

Pemkab/Pemkot 
Menerbitkan Surat Perintah Alokasi  
(SPA) Raskin berdasarkan pagu yang 
ditetapkan Unit Penetapan Sasaran 
untuk tiap Kel/Desa. 
 

PT Pos 

PT Pos mengirimkan  
Kartu  ke RT Sasaran 

RTS membawa kartu ke 
Titik Distribusi/Titik Bagi 
masing-masing 

Pre-printed nama/ 
informasi RTS 

27 

Unit Penetapan Sasaran  
(Basis Data Terpadu) Pagu dan data “by name by address” 

RTS Penerima Raskin. 

27 27 
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CONTOH KARTU RASKIN 

28 
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3.  PERBAIKAN SOSIALISASI:  
d.  PENGGANTIAN DPM 2012 
Pemutakhiran dalam batas pagu yang sudah ditetapkan.  

   Dapat dilakukan langsung oleh Desa/Kelurahan 

  Karena:  

  (i)   Pindah alamat ke luar desa/kelurahan,  

  (ii)  Meninggal (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal),  

  (iii) Tercatat lebih dari satu kali (duplikasi rumah tangga), atau  

  (iv) Kaya.  

  Formulir telah dikirimkan ke seluruh Desa/Kelurahan 

Pertama kalinya nama penerima dapat diubah secara resmi 
oleh Musyawarah Desa/Kelurahan. Beberapa desa (namun 
masih sangat sedikit) membuat rekap penggantian secara 
lengkap. 
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PEMUTAKHIRAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT 

Penambahan atau pengurangan daftar penerima 
idealnya dilakukan dengan melakukan pendataan ulang 
dan prosedur Proxy means testing untuk mengetahui 
urutannya. 

 Dibutuhkan biaya yang besar 

 Pengusulan Daftar rumah tangga baru dapat menjadi tidak 
terkendali karena karakteristik rumah tangga yang hampir 
sama 

 Second best menggunakan komunitas tanpa perubahan 
kuota      
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Musyawarah 
Desa/Kelurahan 
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.  3.  PERBAIKAN SOSIALISASI: 
d. PENGGANTIAN NAMA DAN ALAMAT DPM 
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3.  PERBAIKAN SOSIALISASI: 
d. PENGGANTIAN NAMA DAN ALAMAT DPM 
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• Studi di 500 desa/kelurahan menunjukkan kecenderungan: 
– Musdes/Muskel mengganti 9.6% dari total RTS-PM di 500 desa tersebut 

karena alasan RT pindah, meninggal, duplikasi, atau dianggap kaya 

– Dari keseluruhan RTS-PM, 6.2% diganti karena dianggap kaya,  dan 3.7% 
berada di Desil 1 (menurut Basis Data Terpadu). 

• Proses penggantian RTS-PM oleh musyawarah desa/kelurahan 
mendukung kelancaran pelaksanaan program 

• Sosialisasi menyeluruh diperlukan untuk mendukung 
pelaksanaan musdes/muskel 

• Hasil evaluasi musdes/muskel oleh TimKor Raskin 
Provinsi/Kab/Kota menunjukkan perlunya relokasi pagu 
antardesa atau antarkelurahan  melalui mekanisme 
Musyawarah Kecamatan (Muscam) 

 

ANALISIS CEPAT PEMUTAKHIRAN RTS-PM MELALUI 
MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN  
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYEMPURNAAN RASKIN 

34 

• Pemantauan media nasional dan daerah tentang pelaksanaan 
Raskin. 

• Pemantauan pelaksanaan di 22 kab/kota, di 11 Provinsi, 
mewawancarai 3.300 Rumah Tangga, perangkat desa dan tim 
koordinasi Raskin kab/kota. 
– Mengumpulkan data sebanyak 3 kali dalam 6 bulan. Hasil pengumpulan 

data pertama telah diterima dan dianalisis. 

• Evaluasi dampak Kartu Raskin menggunakan metode 
randomized controlled treatment dilakukan di 600 desa, di 6 
kab/kota, di 3 provinsi 

• Mendesain pertanyaan baru di Susenas 2013 sebagai dasar 
evaluasi tingkat nasional. 
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• Protes masyarakat dan Pemda: 
– Tidak lagi menerima Raskin menurut DPM yang baru 

– Naik/turun pagu baru Raskin 

– Kualitas Raskin 

• Sumber/alasan protes: 
– Adanya pembiaran terhadap praktek lokal ‘bagito’ sehingga 

dianggap sebagai kelaziman 

– Ketidakpercayaan Pemda dan masyarakat adanya perubahan 
karakteristik masyarakat (rumah tangga) setelah 3 tahun (2008-
2011).  

– Kekurangpahaman Pemda dan masyarakat akan penyempurnaan 
metode pengumpulan data dalam PPLS 2011. 

HASIL PEMANTAUAN MEDIA MASSA DAN RAPAT KOORDINASI 
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
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• Pagu beras: beras 15 Kg/Bulan/RT menurut desa/kelurahan tidak 

cukup untuk dikonsumsi dalam sebulan  

• Pagu penerima: desa/kelurahan berpendapat masih ada RT 

miskin yang belum menerima Raskin 

– Di beberapa lokasi, bagi rata masih berlangsung  

• Peningkatan atau pengurangan pagu penerima Raskin menjadi 

penilaian tersendiri di daerah: 

– Meningkatnya pagu Raskin ada yang diterima positif karena 

merasa terbantu, namun juga ada yang memandang negatif 

karena dapat diartikan kegagalan karena meningkatnya jumlah 

orang miskin.  
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HASIL PEMANTAUAN PENYEMPURNAAN 2012: 
PAGU 
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• Poster DPM tidak selalu dilihat oleh RTS-PM. 

• Kepala Desa memilih untuk tidak memasang DPM karena khawatir 

menimbulkan keresahan di pihak masyarakat.  Ada anggapan DPM 

bersifat final. 

• Penggantian RT dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. 

• Mekanisme Musyawarah Desa masih belum dapat dijamin kualitas 

pelaksanaannya dan hasilnya karena kurangnya pengawasan. 

• Kepala Desa paling sering menggunakan alasan “Data ini dikirim dari 

Pusat” untuk menjelaskan kepada pihak yang tidak mendapatkan 

Raskin. 

• Di beberapa lokasi, bagi rata masih berlangsung sebelum ada 

penjelasan yang lebih intensif ke tingkat Desa 
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HASIL PEMANTAUAN PENYEMPURNAAN 2012: 
DPM 
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HASIL PEMANTAUAN PENYEMPURNAAN 2012: 
PENGGUNAAN KARTU RASKIN 2012 
• Rata-rata jumlah beras yang diterima RTS-PM mengalami 

peningkatan  
– Rata-rata jumlah beras yang diterima di daerah kartu lebih tinggi (9-11 kg) 

dibanding di daerah non-kartu (7-9 kg).  

– Hasil pengamatan setelah beberapa waktu menunjukkan bahwa di daerah 
kartu, rumah tangga tetap membeli Raskin dengan alokasi lebih banyak 
dibandingkan rumah tangga di daerah non-kartu. 

• Rata-rata harga beras di daerah kartu yang dibayar RTS-PM 
mengalami penurunan  
– Harga beras Raskin yang dibayar oleh rumah tangga di daerah kartu lebih 

rendah (Rp1.700-1.900/kg) dibandingkan dengan harga di daerah non-
kartu(Rp2.000-Rp2.100). 

• Kartu sebagai mekanisme perbaikan penyaluran Raskin ternyata 
lebih efektif jika diikuti dengan sosialisasi yang lebih baik. 
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DI WILAYAH UJICOBA KARTU RASKIN 2 (6 KABUPATEN), 
RESPONDEN MEMBELI LEBIH BANYAK BERAS 
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 Kartu Raskin meningkatkan penerimaan jumlah Kg beras oleh RTS-

PM dan meningkatkan tingkat kepuasan RTS-PM terhadap 

pelaksanaan program Raskin 
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DI WILAYAH UJICOBA KARTU RASKIN 2 (6 KABUPATEN), 
SOSIALISASI INTENSIF SEMAKIN MENINGKATKAN JUMLAH KG 
BERAS YANG DITERIMA/DIBELI RTS-PM 
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• Perbedaan Kelembagaan Tim Raskin daerah menjadi kendala 

koordinasi dan komunikasi pusat-daerah. 

• Mekanisme Musyawarah Desa masih belum dapat dijamin 

kualitas pelaksanaannya dan hasilnya karena kurangnya 

pengawasan. 
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HASIL PEMANTAUAN PENYEMPURNAAN 2012: 
KELEMBAGAAN 
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• Sosialisasi tentang penyempurnaan program dirasakan kurang 

dan terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan mekanisme baru. 

• Kurangnya waktu untuk verifikasi data dalam DPM. Tim Raskin 

daerah menghendaki agar ada waktu antara distribusi DPM dan 

distribusi kartu, agar ada waktu yang cukup untuk melakukan 

verifikasi nama dalam DPM. 
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HASIL PEMANTAUAN PENYEMPURNAAN 2012: 
SOSIALISASI 



 
 

PERBAIKAN 2013 
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1. Pagu Raskin Nasional menurun (hasil FGD Para Ahli 2012 yang 
disesuaikan dengan tingkat kemiskinan yang menurun) agar lebih 
tajam sasarannya 

2. Scaling-up ujicoba Kartu --. Kartu Perlindungan Sosial 

3. Sosialisasi – kepada RTS-PM, Desa/Kelurahan, dst 

4. Pemutakhiran/Penggantian RTS-PM Melalui Mudes/Muskel: 
1. Inmendagri 

2. FRP diinput di kab/kota melalui PT.Pos dan difasilitasi TKSK 

5. Kelembagaan: 
– Kemensos sebagai KPA 

• Bagaimana hal ini mengubah struktur kelembagaan yang ada? 

– Sekretariat TNP2K  sebagai penyedia data RTS-PM (sebelumnya BPS) 

6. Penyediaan dan Pelaksanaan Sistem Pengaduan 

PERBAIKAN RASKIN 2013 
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1.  PAGU RASKIN 2013 
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KRITERIA RTS-PM PROGRAM RASKIN 2013 
Rumah tangga yang termasuk dalam +15,5 juta RT  (+ 25% RT) yang 
paling rendah status kesejahteraannya se Indonesia, telah 
mencakup rumah tangga miskin dan rentan miskin. 
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24,5 juta RT 

15,5 juta RT 

 Jumlah dan identitas RTS-PM 
bersumber dari Basis Data 
Terpadu. 
 

 Sebaran pagu ditentukan 
dengan mempertimbangkan 
tingkat kemiskinan, 
ketertinggalan dan kesulitan 
daerah serta hasil evaluasi 
pelaksanaan Raskin 2012. 
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Kemiskinan 

(sekitar 6,2 

juta RT) 

Jumlah RT 

dalam BDT 



   TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

CAKUPAN PROGRAM RASKIN/KPS/BLSM/BSM 
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Mencakup  5,7 Juta Rumah Tangga atau 

28,6 Juta Jiwa 

Mencakup 24,7 Juta Rumah Tangga, 

Sekitar 96,4 Juta Jiwa 

47 

Mencakup 15,5 Juta Rumah Tangga 

atau 65,6 Juta Jiwa 

 

Exclusion Error 

Inclusion Error 

Miskin 

Hampir  

Miskin/ 

Rentan 

11,66% 

(Sept 2012) 

40 % 

60 % 

25 % 

(Catatan:  Kemiskinan Maret 2013: 11,37%)  
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CAKUPAN KPS PROVINSI 2013 dan 
CAKUPAN RASKIN 2014   
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   TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
49 

2.  KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) 

 KPS merupakan penanda rumah tangga miskin dan rentan sebanyak 

15,5 juta rumah tangga. 
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PENGGUNAAN KARTU UNTUK MENGAKSES RASKIN 

BULOG 

Titik Distribusi Pelaksana Distribusi Raskin menerima 
& memeriksa kualitas beras di TD serta 
mendistribusikan Raskin di Titik Bagi. 

RTS mengambil Raskin di Titik 
Distribusi/Titik Bagi dengan menunjukkan 
KPS 
Nama RTS PM Raskin ditempel di Kantor 
Desa/Kelurahan/Titik Bagi 

Menyalurkan Raskin berdasarkan 
SPA ke Titik Distribusi yang 
disepakati. 

Pemkab/Pemkot 
Menerbitkan Surat Perintah Alokasi  
(SPA) Raskin berdasarkan pagu yang 
ditetapkan Unit Penetapan Sasaran 
untuk tiap Kel/Desa. 
 

PT Pos 

PT Pos mengirimkan  
KPS ke RT Sasaran 

RTS membawa KPS ke 
Titik Distribusi/Titik Bagi 
masing-masing 

Pre-printed nama/ 
informasi RTS 
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Unit Penetapan Sasaran  
(Basis Data Terpadu) Pagu dan data “by name by address” 

RTS Penerima Raskin. 
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3. SOSIALISASI: 
PENGGUNAAN KPS UNTUK PROGRAM RASKIN 
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3.  SOSIALISASI:  
KPS HANYA UNTUK YANG MISKIN 
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3.  PEMUTAKHIRAN/PENGGANTIAN RTS-PM:  
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 541/3150/SJ, 17 JUNI 2013 

• Menginstruksikan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk 
Membentuk Posko Pengaduan KPS di kecamatan dan di 
Desa/Kelurahan. 

• Menginstruksikan kepada Camat untuk berkoordinasi dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menangani dan 
menyelesaikan pengaduan masyarakat. 

• Menginstruksikan Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan 
Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel), 
menangani, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat mengenai 
kepesertaan. Musdes/Muskel adalah forum untuk memutakhirkan 
dan menetapkan rumah tangga yang diganti dan pengganti. 

• Menginstruksikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk 
mensosialisasikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).  
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3.  MEKANISME PEMUTAKHIRAN PENERIMA KPS 
 
 

    Kemensos 

Musyawarah 
Desa/Kelurahan 

Perekaman 
Elektronik Data FRP 

Kepala Desa/Lurah melaksanakan 

Musdes/Muskel menentukan 

Rumah Tangga yang Diganti dan 

Pengganti.  

Daftar (Rekap) Rumah Tangga 

Pengganti direkam secara 

elektronik   

di Kantor Pos  Pemeriksa (KPRK)     

di Kab/Kota atau Provinsi 

2a 

Mengeluarkan SK terkait 

Data Nama dan  Alamat  

KPS Pengganti 

4 3 5 

1 

Kantor Pos 
Kecamatan 

Kantor Pos 

kecamatan 

mengirimkan 

FRP dan kartu 

retur ke KRPRK 

Rekapitulasi FRP dan 
Berita Acara Musdes 

Hasil musdes/muskel yang 

disahkan oleh kepala 

desa/kelurahan dan 

diketahui camat diserahkan 

TKSK ke Kantor pos 

kecamatan FRP dan 

Fisik 

Kartu 

retur 

  

  

TKSK mengambil SKRTM 

dari Kantor Pos dan 

menyerahkan ke 

Kades/Lurah 

2b 

SKRTM 
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PEMUTAKHIRAN DATA PENERIMA KPS  

20 September 2013: 
 Tenggat waktu input data Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Rumah 

Tangga Pengganti (RTP)  Penerima KPS melalui Sistem Elektronik dari Pos 
Kprk (Kabupaten/ Kota). 
 

15 Oktober 2013 dan diperpanjang hingga 22 November 2013: 
 Tenggat waktu input data terakhir FRP RTP Hasil Musdes/Muskel yang 

terlambat diinput (setelah 20 September) dan dikirim ke Pos Jakarta 
Mampang 
 

Sampai 28 November 2013, pencatatan dalam sistem /aplikasi elektronik sbb: 
• KPS Retur/tarik fisik : 403.096 KPS/RT 

• Dikurangi penarikan kembali oleh Penerima KPS Awal (laporan PT.Pos) 
sebanyak 366 (dalam sistem), sehingga menjadi 402.861 KPS/RT 

• RTP yang telah diinput: 333.331 RT 
• RTP yang belum dinput/sisa: 69.896 RT (- 366 RT) menjadi  69.530 RT 
• RTP yang telah disahkan untuk mendapat KPS-P : 333.331 RT 

 

56 



   TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

CONTOH HASIL MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN 

• Desa/Kelurahan : Utan Panjang 

• Kecamatan  : Kemayoran 

• Kabupaten  : Kota Jakarta Pusat 

• Provinsi  : DKI Jakarta 

 

• Peserta Musyawarah :  

— Kepala Desa 

— Ketua BPD/Dekel 

— Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 

—  Perwakilan Rumah tangga penerima KPS 

• Hasil Musyawarah : 

Pagu Desa : 1.017 RTS 

KPS Retur:                                   24 Rumah Tangga Pengganti: 53 
(5.2 % dari pagu KPS) KPS Dikembalikan/ditarik:       29 

57 



   TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Keterangan Foto dari kiri ke kanan : 

1. Daftar Hadir Muskel 

2. Berita Acara Muskel 

 

CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 
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PEREKAMAN DATA ELEKTRONIK PEMUTAKHIRAN KPS 
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HASIL PENELITIAN TENTANG MUDES/MUSKEL 

1. Tujuan Mudes: 
• Hasil Ideal: kedua jenis error (inclusion and exclusion) terkoreksi 
• Prinsip Ideal: pertimbangan yang adil, kesempatan yang setara, minimasi 

konflik, proses yang partisipatif, transparansi 

2. Observasi terhadap Musdes yang masih berlangsung dan 
wawancara tentang Musdes yang sudah berlalu 
• Data TNP2K tentang pelaksanaan Musdes dan snowball 

sampling 
• Pemantauan di 32 desa: 

o Jawa Tengah: Kab. Semarang 
o DI Yogjakarta:  Kab. Bantul 
o Jawa Timur: Kab. Sidoardjo 
o Kalimantan Selatan: Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin 
o Sulawesi Selatan: Kab.Maros,  Kota Makassar 

3. Kurun waktu: Agustus 2013 

Sumber: TNP2K dan Bank Dunia, 2013 
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TEMUAN UTAMA 

1. Musdes bisa effektif, tapi banyak yang harus diperbaiki 
2. Tidak semua tujuan tercapai: 

• 8 Musdes: terjadi penambahan dan pencoretan nama 
• 18 Musdes: hanya terjadi penambahan 
• 6 Musdes: verifikasi tidak berjalan 

3. Tingginya keragaman dalam proses verifikasi 
• 3 Musdes: Musdes terbuka dengan semua pemangku kepentingan 
• 11 Musdes: pertemuan semi-terbuka dengan beberapa pemangku 

kepentingan 
• 7 Musdes: proses verifikasi dengan pertemuan tertutup 
• 5 Musdes: pertemuan formalitas dan berita acara palsu 
• 6 Musdes: proses verifikasi tidak dilakukan 

4. Penyebab keragaman dalam proses verifikasi 
• Keputusan Musdes sensitif terhadap konflik 
• Terdapat masalah dalam alur informasi musdes: 

• Materi sosialisasi dan petunjuk teknis tidak diterima aparat tepat waktu 
• SOP Musdes kurang rinci Sumber: TNP2K dan Bank Dunia, 2013 
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TEMUAN UTAMA 

1. Kasus yang paling mendekati idesal  Musdes bisa berjalan di 
Desa Sumbermulyo (Peserta Musdes: Kades, Kadus, Toma, Toga, 
Penerima Bantuan) 
• Pengalaman terdahulu dengan Rapat Terbuka 
• Tingkat solidaritas dan kepercayaan yang tinggi 
• Dukungan teknis yang memadai (TKSK) 
• Kepemimpinan desa yang kuat 

 
2. Penanganan pengaduan tidak berjalan sesuai rencana 

• Masyarakat lebih memilih saluran informal: 
• Protes dan tuntutan ke Lurah bukan ke Posdumas 

• Aparat enggan menyediakan pelayanan pengaduan 
“Tanpa Posdumas saja protes sudah banyak terjadi. Menyedian 

posdumas hanya akan mengundang masalah” 

Sumber: TNP2K dan Bank Dunia, 2013 
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1. LAPOR! UKP4 
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2. POSKO PENGADUAN DI TINGKAT DESA/KECAMATAN 

 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 541/3150/SJ Tahun 2013 Tentang 

Pelaksanaan pembagian Kartu perlindungan Sosial dan Penanganan 

Pengaduan Masyarakat  

PENGADUAN PROGRAM 

SMS KE 1708 ketik KPS (spasi) Nomor KPS (SPASI) isi/pesan aduan 

SMS KE 1708 ketik KPS (spasi) isi/pesan aduan  
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JUMLAH PENGADUAN 
SAMPAI DENGAN 10 DESEMBER 2013 

Kategori program/isu: 
• Pelaksanaan Penyesuaian Subsidi BBM: 

20.58% 
• Kelangkaan BBM: 7,45% 
• Kepesertaan KPS: 4,68% 
• BLSM: 8,91%% 
• Raskin: 19,50 % 
• BSM: 38,88% 

Jumlah laporan disposisi : 

• BBM: 39% 

• BSM: 28% 

• Raskin : 20%  

• KPS : 8%  

dari keseluruhan Laporan 
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CONTOH ADUAN TERKAIT RASKIN DALAM LAPOR! 
 JAWA TENGAH: 61 SMS per 18 Oktober 2013 

ISI LAPORAN 

KPS - 3abmn854212007 - Rumah tangga saya tidak menerima Raskin. Beras hak saya diselewengkan ketua RT 01 RW 1, Desa Pacor, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jateng. Mohon ditindaklanjuti. 

KPS - 3b22u358312001 - Rumah tangga di desa kami menerima 7,5 Raskin dengan harga Rp15.000. Kentong, Cepu-Blora, Jateng. 

KPS - 3bOake58100003 - Di desa saya, bantuan Raskin realisasinya tidak sesuai progran pemerintah. Seharusnya per KPS memdapat 15 kg tapi kenyataan tidak. Saya dari Jateng, Kab. Grobogan, Kec. Brati, Desa 

Kronggen. Mohon segera ditinjau dan ditindak aparat 

KPS - 3bs7cy51181001 - Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sudah terima Raskin 2 kali 30 kg. Kecamatan WONOPRINGGO sama sekali belum pernah terima Raskin 15 kg. 

KPS - 3bx63x52466004 -  Rumah tangga di Desa Batumirah, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, hanya menerima 3 kg Raskin dengan biaya Rp7.000. 

KPS - 3bym7152471001 - Sampai hari ini, pembagian raskin rumah tangga di desa saya hanya menerima 5 kg raskin. Desa Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Tegal. Mohon penjelasan. 

KPS - 3bywfs52400006 - Kapan mulai menerima Raskin? Untuk bulan Agustus, pencairan tanggal berapa di wilayah Slawi, Kab. Tegal? 

KPS - 3c8qec50246A06 - Rumah tangga di desa saya (Plamongan Sari) belum menerima Raskin yang 15 kg. 

KPS - 3c9nll50000008 - Di Kel. Ngaliyan, Semarang Barat, RT 04/RW 01, sudah 3 bulan menerima Raskin 10 kg dengan harga Rp20.000 dan tidak pernah ada sosialisasi. 

KPS - 3c03pv52182009 - Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5 kg Raskin. Harjasari, Suradadi, Tegal, Jateng 

KPS - 3c005d52181007 = Rumah tangga saya di Kramat Kabupaten Tegal hanya menerima 2,5 kg Raskin (penerima KPS) SAEFUDIN. 

KPS - 3c691152200007 - Kapan daerah Brebes menerima raskin sesuai KPS? Saya belum pernah terima raskin. 

KPS - 3cad2552131A06 - Rumah tangga di tempat saya RT 06 RW 07 Randugunting, Tegal hanya menerima 4 kg lebih Raskin. 

KPS - 39 vpib53282006 - Saya memperoleh dana BLSM tapi, sejak menerima, saya tidak pernah dikasih Raskin. Padahal tetangga saya sama-sama penerima BLSM malah dikasih tiga karung beras. Gentasari, 

Kroya, Cilacap. 

KPS - 39uhvo53253000 - Rumah tangga di desa saya hanya menerima 6 kg Raskin dengan harga Rp2.000. (Desa Klaces, Kec. Kampung Laut, Kab. Cilacap) 

KPS - 39womj53283001 - Di sini,  satu kelurahan tidak ada yang menerima 15 kg Raskin. Desa Jetis, Kec. Nusawungu, Cilacap. Saya mohon segera diurus. (penerima KPS) 

KPS - 39womj53283001 - Dusun Jetis, Cilacap, rumah tangga di desa saya hanya mendapat 5 kg raskin (penerima KPS). 

KPS - 300eebg52125A06 - Saya orang yang menderita cacat hanya satu kaki. Mengapa sejak lebaran sampai sekarang saya tidak memperoleh Raskin lagi, padahal saya sangat membutuhkan buat keluarga saya di 

usia 67 tahun ini? Mohon perhatiannya untuk ditindaklan 

KPS - 888bdt56789009 - Rumah tangga di desa saya Sidoaagung RT 01/RW 06, Sruweng, Kebumen, hanya menerima 6 kg Raskin (penerima kps). 

KPS - 5778001 - Di desa kami, Mberok Jatioso, Karanganyar, semua warga mendapatkan bantuan Raskin dan 1 kantong kresek dibagi 3 orang. 

KPS - Bantuan Raskin masyarakat Dukuh Sembung dan Dukuh Sicanggah, Desa Kagungan, Kepil, Wonosobo, Jateng, per KK hanya menerima 5,7 kg padahal banyak orang yang tidak dapat bantuan. 

KPS - Banyak warga Topesan RT 04 RW 01 Gumpang Kartasura Sukoharjo yang tidak mampu tidak dapat bantuan dana konpensasi dan jatah Raskin. Tolong ditindaklanjuti, Pak. 

KPS - Beras raskin ini akan salah sasaran lagi kalau tidak dimusyawarahkan di Balai Desa atau di tiap-tiap RT. Karang Tengah 53182 

KPS - Desa saya sama sekali tidak menerima Raskin, hanya uang. Saya tinggal di Dusun Sigandu, Desa Sambeng Kulon, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jateng. 

KPS - Di Desa Dinuk Kec kramat Kab Tegal, warga hanya menerima 3 kg Raskin/KK. Tolong diluruskan. [penerima kps] 

KPS - Di Desa Meger, Kec. Ceper, Kab. Klaten, JATENG, kompensasi yang diberikan ke warga Rp200.000 oleh perangkat desa dan raskin diterimakan ke warga 6 kg dengan biaya Rp10.800. 

KPS - Di desa saya, Desa Loning, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang; perangkat desa dan RT harus ditindak tegas. Raskin sama BLSM, yang menikmati kebanyakan orang mampu. 

KPS - Di kampung kami, setiap datang Raskin dibagi rata; jadi salah sasaran. Kampung kami di Dusun Tondan, Desa Banaran, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri, JATENG. 

KPS - Di Kec. Prambanan (Kel. Randusari, Kel. Brajan RT 015/008), BLSM dipotong Rp150.000. Bahkan raskin dibagi rata dengan dalih untuk pemerataan. 

KPS - Di Kelurahan Wonodri, Semarang Selatan, sebagian warga hanya menerima 5 kg Raskin. 

KPS - Di RW 04 Kelurahan Gunungpati, Kec. Gunungpati, Kota semarang, hanya menerima Raskin 5 kg. 

KPS - Jatah Raskin di Desa Topesan  RT 04/01 Kel. Gumpang Kartosuro Sukoharjo dibagi dua sama warga mampu/kaya. Tolong diluruskan, Pak! 

KPS - Kantor pos mana yang harus dituju untuk pengambilan Raskin bagi wilayah Semarang Timur, khususnya daerah Kel. Rejosari? 

KPS - Mengapa rumah tangga di Kec. Karangdadap belum dikasih Raskin yang 15 kg? 
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CONTOH ADUAN TERKAIT RASKIN DALAM LAPOR! 
 ISI LAPORAN 

KPS - Nama: SUPARNO. Alamat: MILIRAN RT 07/RW 05 MANGGIS, MOJOSONGO, BOYOLALI, JATENG. Pekerjaan: BURUH TANI. Usia: 40 tahun, tidak dapat BLSM. RASKIN juga tak pernah dapat. 

KPS - PAK, SAYA BAPAK SURAJI DARI PETARUKAN, PEMALANG. SAYA MAU BERTANYA, APAKAH UANG BLSM YANG TELAH DIKIRIM 2 BULAN SEKALI ITU BOLEH DIPOTONG OLEH PENGURUS 

DESA SEBESAR Rp100.000. JADI, KAMI MENDAPATKAN HANYA Rp200.000, BUKAN SEPERTI YANG DIBERI/DIJANJI 

KPS - Pembagian beras Raskin di wilayah Desa Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang di RW 1 tidak seperti bulan kemarin yang dapat 15 kg, tapi dibagi seperti sebelum dapat KPS. Jatah orang 

miskin, orang punya tetap dapat beras Raskin. Di RW lai 

KPS - Raskin 15 kg yang punya kartu ditolak Kelurahan Palebon, Semarang. Katanya, hanya untuk pengambilan uang Rp300.000 di kantor pos. Bagaimana ini? Kok tidak sama dengan iklan di TV? 

KPS - Rumah tangga di Desa Bibis Wetan 21 Gilingan, Solo, menerima beras Raskin 5kg/Rp10.000. Yang menerima KPS disuruh mengaku 15 kg, padahal sama 5kg. 

KPS - Rumah tangga di Desa Pogung Juru Tengah, Bayan, Purworejo, hanya menerima 5 kg Raskin. 

KPS - Rumah tangga di desa saya hanya menerima 4 kg raskin. Sambeng, Pituruh, Purworejo, Jateng. 

KPS - Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5 kg Raskin. Selama mendapat BLT, menerima beras Raskin 5 kg 3 kali sampai pertengahan puasa di Desa Semawung Daleman, Kutoarjo, Kabupaten 

Purworejo, Jateng. Desa Aglik Selatan RT 03 RW 06, selatan stasiun Ku 

KPS - Rumah Tangga di desa saya, wilayah Genuk Sari, menanyakan pengambilan Raskinnya di mana. 

KPS - Rumah tangga di Desa Waluyo, Buluspesantren, Kebumen, hanya menerima 5 kg Raskin. (penerima KPS) 

KPS - Rumah tangga di Jatimulyo, Petanahan, Kebumen, hanya menerima 5 kg Raskin. 

KPS - Rumah tangga di Jrebeng Kembang, Kec. Karangdadap, Pekalongan, belum menerima raskin yang 15 kg. 

KPS - Rumah tangga di RT 01 RW 02 Desa Surorejo, Banyuurip, Purworejo, Jateng, hanya terima 7,5 kg Raskin. 

KPS - Rumah tangga di RT 03 RW 04, Dusun Kedaton, Desa Pulorejo, sejak  bulan Maret 2013 tidak menerima raskin. Katanya Pak RT, satu RT 03 cuma mendapat 15 kg. Lantas dijual pak kadus, suruh buat 

kas RT. Padahal yang menerima KPS 5 KK. 

KPS - Rumah Tangga di tempat saya, Darma Jaya RT 03 RW 06, Desa Cinangsi, Gandrungmangu, Cilacap, hanya menerima 7,5 kg raskin. 

KPS - Rumah tangga di tempat saya, Kelurahan Dadapsari, Semarang Utara, cuma dapat 2,5 kg. 

KPS - Rumah tangga miskin di Desa Batunyana, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, beras Raskinnya dibagi rata. Yang kaya ikut makan. Pegawai desa juga ikut makan, termasuk bapak kepala desa. Dan 

harga per kilogramnya Rp2.000. Terimakasih. 

KPS - Rumah tangga miskin di Desa Jagalan, RT 5 RW 5, Salam, Magelang, Jateng hanya menerima 2,5 kg Raskin seharga Rp6.000. Bagaimana ini? 

KPS - Rumah tangga penerima KPS a.n. Mendro, Desa Gintung, RT 16, RW 3, Kec. Comal. Saya mengadu karena bulan ini saya tidak menerima Raskin dari RT sebagai tim penyalur Raskin. Tolong, bagaimana 

solusinya? Ada apa dengan semua ini? 

KPS - Rumah tangga saya hanya menerima 2 kg raskin; Rp6.000. Kelurahan Debong Tengah, RT 03 RW 02, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jateng. Kami mohon supaya ditindaklanjuti. Terima kasih atas 

perhatiannya. # sobir # 

KPS - Saya penduduk Margasari, nama Safari, mau bertanya: apakah yang dapat BLSM mendapatkan juga jatah raskin, Pak? 

KPS - Saya SUDARNO, di Jl. Abimanyu, Gg. 6, RT 4 RW 2, Slerok, Tegal Timur, sangat mengharap kembali dapat jatah raskin. Karena di usia 67 tahun dan dengan kaki saya yg tinggal satu ini, saya sangat 

membutuhkan pembagian raskin guna mencukupi kebutuhan an 

KPS - Semua orang di Desa Sarwadadi, Kawunganten, Cilacap, kaya dan miskin, dapat raskin 5 kg. BLSM belum tepat sasaran. 

KPS - xinm53172008 - Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5 kg Raskin bagi penerima KPS. Desa Randegan, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas 

KPS - Yth. Tim Sos BBM, mengenai pembagian raskin yang katanya di UU per kepala keluarga mendapatkan 15 kg, mengapa sampai saat ini masih dibagikan hanya 5 kg? Dan itu pun dibeli dengan harga 

Rp15.000, sekarang Rp10.000. Padahal dari harga aturan per 1 kg 

KPS Raskin tidak tepat sasaran di Kendal dibagi rata, biar tidak kesalahan direkayasa dg membuat rembug desa kemudian kwalitasnya tidak layak dimakan BLT tidak semuanya diterimakan pada warga miskin 

yg sdah tercatat, secara administrasi di kantor pos tapi se… 

KPS- 300eebg52125A06 - Saya orang yang menderita cacat hanya satu kaki. Mengapa sejak lebaran sampai sekarang saya tidak memperoleh Raskin lagi, padahal saya sangat membutuhkan buat keluarga 

saya  di usia 67 tahun ini? Mohon perhatiannya untuk ditindaklan 66 
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1. Pagu, nama dan alamat RTS-PM  Raskin menggunakan Basis 
Data Terpadu 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyediaan  
Daftar Penerima Manfaat (DPM) menurut nama dan alamat 

3. Meningkatkan kesadaran atas hak penerima manfaat 
melalui penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (sebelumnya 
Kartu Raskin) 

4. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat Raskin melalui 
mekanisme penggantian dan penambahan RTS-PM oleh 
musyawarah desa/kelurahan 
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   TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PAGU dan DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM) 
RASKIN 2014 MENURUT PEDUM RASKIN 2014 

1. Pagu Raskin Nasional: 15.530.897 RTS-PM 

• Pagu Raskin 2014 tidak mengalami perubahan dari Pagu 
Raskin 2013, baik di tingkat nasional maupun di tingkat 
desa/kelurahan 

 

2. Pagu dan DPM Raskin 2014 ditentukan berdasarkan Basis Data 
Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang 
pemutakhirannya telah dilakukan berdasarkan pemutakhiran 
Penerima KPS yang tercatat pada sistem elektronik sampai 
bulan November 2013 sebanyak 333.331 RT 
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PAGU dan DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM) 
RASKIN 2014 MENURUT PEDUM RASKIN 2014 

4. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan 
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, maka 
Menko Kesra, atau Gubernur, atau Bupati/Walikota segera 
mengalokasikan Pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di 
wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke 
Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang. 

5. Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada 
prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/ pemerintah 
setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 
2 (dua) desa/kelurahan/ pemerintah setingkat atau lebih.  

6. Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM 
Raskin2014 dengan menetapkan RumahTangga yang akan diganti 
dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti 
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7. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada 
awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah 
yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran 
KPS pada tahun 2013. 

8. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. 
Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel 
dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014. 

9. FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi 
Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. 

10. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh 
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 
Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana 
perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan 
ditunjuk kemudian. 

 

PAGU dan DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM) 
RASKIN 2014 MENURUT PEDUM RASKIN 2014 
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10. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari rumah tangga yang telah 
diganti harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim 
Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin 
Kecamatan; 

11. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan 
SKRTM 2014 oleh Kepala Desa/Lurah.  

– Contoh blangko SKRTM terdapat pada Lampiran Pedum Raskin 
2014 

 

PAGU dan DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM) 
RASKIN 2014 MENURUT PEDUM RASKIN 2014 
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